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Abstract 
This study is aimed to determine and analyze : 1)the internal control results and completion 
of the follow-up results of the inspectorate on financial performance of the governmental working 
units in Tojo Una Una Regency; 2) significant influence of the internal control results and 
completion of the follow-up result of the inspectorate on financial performance of governmental 
working units in Tojo Una Una  Regency; 3) significant influence of the internal control results  on 
financial performance of governmental working units in Tojo Una Una  Regency;4) significant 
influence of the completion of the follow-up result of the inspectorate on financial performance of 
governmental working units in Tojo Una Una  Regency; This is a verificative study with 
quantitative approach. Statistical analysis using multiple linier regressions with program SPSS 
16.0. The study finds that: 1) the internal control results and completion of the follow-up results of 
the inspectorate have significant influence on  financial performance of governmental working 
units in Tojo Una Una Regency; 2) the internal control results have significant influence on  
financial performance of governmental working units in Tojo Una Una Regency; 3) the completion 
of the follow-up results of the inspectorate have significant influence on  financial performance of 
governmental working units in Tojo Una Una Regency. 
Keywords: internal control results, completion of the follow up results of the inspectorate, and 
financial performance of the governmental workings units 
 
Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan 
Daerah menyatakan bahwa efesiensi dan 
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah perlu ditingkatkan dengan lebih 
memperhatikan aspek-aspek hubungan antar 
susunan pemerintahan dan antar pemerintah 
daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, 
peluang dan tantangan persaingan global 
dengan memberikan kewenangan yang seluas-
luasnya kepada daerah disertai dengan 
pemberian hak dan kewajiban 
menyelenggarakan otonomi daerah harus 
mampu menyelenggarakan pemerintahannya 
agar tercipta tata kelola pemerintahan daerah 
yang baik. Sistem evaluasi, monitoring, dan 
pengukuran kinerja yang sistematis guna 
mengukur kemajuan yang dicapai pemerintah 
daerah dalam kurun waktu tertentu juga perlu 
diterapkan. Menurut Mardiasmo (2002) 
terdapat tiga aspek utama yang mendukung 
keberhasilan otonomi daerah, yaitu 
pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. 
Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda, baik 
konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan 
mengacu pada tingkatan atau  kegiatan  yang  
dilakukan  di  luar  pihak  eksekutif  yaitu  
masyarakat  dan  DPRD,  untuk mengawasi  
kinerja  pemerintahan  daerah. Pengendalian 
adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak 
eksekutif (Pemerintah Daerah) untuk menjamin 
dilaksanakannya sistem dan kebijakan  
manajemen  dengan  baik,  sehingga tujuan  
organisasi  dapat  tercapai.  Pemeriksaan (audit) 
merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki 
independensi dan memiliki kompetensi 
profesional untuk memeriksa, apakah hasil 
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kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan 
standar atau kriteria yang ada. 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara mengatur antara lain 
pengelolaan keuangan daerah dan 
pertanggungjawabannya. Pengaturan tersebut 
meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) dan laporan keuangan 
yang komprehensif sebagai bentuk 
pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP). 
Pemerintah menyelenggarakan sistem 
pengendalian internal pemerintah atau SPIP 
untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan 
pengelolaan keuangan daerah telah sesuai 
dengan rencana dan peraturan perundang-
undangan (PP 58 Tahun 2005).  
Hakikat pengawasan adalah mencegah 
sedini mungkin terjadinya  penyimpangan, 
pemborosan, penyelewengan, hambatan, 
kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai 
tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. 
Menurut Arifin Sabeni dan Imam Gozali (1997: 
67) pengawasan internal merupakan suatu alat 
pengawasan dari pemimpin organisasi untuk 
mengawasi apakah kegiatan-kegiatan 
bawahannya telah sesuai dengan rencana-
rencana dan kebijakan yang telah ditentukan 
(Wawan dan Lia, 2009). 
Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, 
aparat pengawasan intern pemerintah di daerah 
adalah Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota 
yang bertanggung jawab langsung kepada 
Gubernur/Bupati/Walikota. Peran inspektorat di 
daerah sangat penting dalam hal mengawasi 
kinerja keuangan pemerintah daerah yang 
terbagi pada masing-masing Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) agar tidak terjadi 
penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, 
hambatan, kesalahan, dan kegagalan  dalam 
mencapai tujuan serta pelaksanaan tugas-tugas 
di SKPD. Dalam rangka sistem pengendalian 
intern pemerintah, tindak lanjut rekomendasi 
hasil audit dan reviu lainnya merupakan bagian 
dari pemantauan pengendalian intern.  
Pengawasan intern dalam hal ini inspektorat, 
dituntut untuk lebih meningkatkan dan berperan 
aktif dalam hal mengawasi kinerja keuangan 
SKPD. Inspektorat juga harus lebih efektif 
dalam menindak lanjuti temuan-temuan hasil 
pengawasan terutama yang berhubungan 
dengan masalah kerugian negara/daerah. 
Manfaat dari suatu pemeriksaan hanya dapat 
dirasakan, apabila hasil temuan dan 
rekomendasi ditindaklanjuti. Tanpa 
penyelesaian tindak lanjut dari parlemen, 
eksekutif, instansi yang diperiksa dan aparat 
yang diberi wewenang melakukan investigasi, 
pemeriksaan menjadi tidak efektif dan 
akuntabilitas hanya akan menjadi mimpi 
belaka. Berdasarkan uraian yang telah 
dikemukakan di atas, penulis memandang 
penting untuk melakukan penelitian dengan 
judul “Pengaruh  Hasil Pengawasan Internal 
dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan Inspektorat  terhadap Kinerja 
Keuangan” (Survey pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tojo 
Una Una). 
Berdasarkan latar belakang di atas, 
rumusan masalah pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana hasil pengawasan internal dan 
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 
Inspektorat terhadap kinerja keuangan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten 
Tojo Una Una? 
2. Apakah hasil pengawasan internal dan 
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 
Inspektorat berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) di Kabupaten Tojo Una Una? 
3. Apakah hasil pengawasan internal berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten 
Tojo Una Una? 
4. Apakah penyelesaian tindak lanjut hasil 
pemeriksaan Inspektorat berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten 
Tojo Una Una? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil 
pengawasan internal dan penyelesaian tindak 
lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat 
terhadap kinerja keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten 
Tojo Una Una. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh signifikansi hasil pengawasan 
internal dan penyelesaian tindak lanjut hasil 
pemeriksaan Inspektorat terhadap kinerja 
keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) di Kabupaten Tojo Una Una. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh signifikansi hasil pengawasan 
internal terhadap kinerja keuangan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 
Kabupaten Tojo Una Una. 
4. Untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh signifikansi penyelesaian tindak 
lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat 
terhadap kinerja keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten 
Tojo Una Una. 
Berdasarkan rumusan masalah dan kajian 
teoritis yang telah dilakukan sebelumnya, maka 
hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
1. Hasil pengawasan internal dan penyelesaian 
tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) di Kabupaten Tojo Una una. 
2. Hasil pengawasan internal berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 
Kabupaten Tojo Una una. 
3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 
Inspektorat berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) di Kabupaten Tojo Una una. 
 
METODE 
 
Penelitian ini dilaksanakan selama tiga 
bulan yaitu Oktober 2016 – Januari 2017. 
Lokasi Penelitian ini dilakukan pada satuan 
kerja pemerintah pusat di Kabupaten Tojo Una 
Una. Data yang digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu data sekunder. Data diperoleh dari 16 
SKPD yang menjadi sampel dari 56 SKPD 
yang menjadi obyek pemeriksaan inspektorat 
selama 2 tahun berturut-turut yakni tahun 2012 
dan 2013. 
Penelitian ini menggunakan metode 
verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. 
Menurut Sugiyono (2014) metode verifikatif 
dengan pendekatan kuantitatif merupakan 
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara dua variabel atau lebih serta 
menggunakan data numerik (angka), yang 
kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil 
kesimpulan. 
Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: Variabel bebas 
(Independen) yang terdiri dari Hasil 
Pengawasan Internal (X1) dan Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan Inspektorat (X2) serta 
variabel terikat (dependen) adalah Kinerja 
Keuangan SKPD (Y). Defenisi Operasioanal 
masing-masing variabel penelitian adalah 
sebagai berikut : 
 
Hasil Pengawasan Internal 
Indikator variabel hasil pengawasan 
internal (X1) dalam penelitian ini adalah 
perbandingan antara Total Temuan Keuangan 
Daerah (TTKD) dengan Tindak Lanjut Temuan 
Keuangan Daerah (TLTKD).  
Hasil pengawasan internal dalam hal ini 
total temuan keuangan dari tahun 2012 sampai 
tahun 2013 dengan  objek pemeriksaan 16 
SKPD adalah 117 kasus/temuan. Total temuan 
keuangan  pada pemeriksaan inspektorat di 
tahun 2012 dan 2013 tersebut berupa temuan 
keuangan yakni perjalanan dinas yang tumpang 
tindih akibat kesalahan bendahara atau 
kesengajaan pegawai sendiri, kurangnya atau 
tidak disetornya pajak-pajak, temuan fisik 
pekerjaan atau pengadaan belanja modal yang 
kemahalan harga/mark-up atau tidak sesuai 
dengan spesifikasi barang, adanya belanja 
fiktif, serta kesalahan teknis dan administratif. 
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Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan Inspektorat 
Indikator variabel penyelesaian tindak 
lanjut hasil pemeriksaan inspektorat dalam 
penelitian ini adalah perbandingan antara Nilai 
Temuan Keuangan Daerah dengan Nilai Tindak 
Lanjut Temuan Keuangan Daerah. Padai tahun 
2012 sampai tahun 2013 total temuan yang 
ditindaklanjuti adalah 107 kasus dari 117 
temuan/kasus dengan total nilai 
Rp1.741.652.381,5. Dengan demikian sisa 
temuan yang belum ditindaklanjuti sejumlah 10 
temuan/kasus dengan nilai Rp119.941.8887,67. 
Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 
tersebut adalah dengan melakukan penyetoran 
ke kas daerah atau bank persepsi yang telah 
ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk 
menampung segala jenis nilai kerugian daerah. 
Selain itu, khusus untuk temuan atas pajak 
retribusi dan pajak daerah lainnya 
penyetorannya dapat dilakukan pada Dinas 
Pendapatan Kabupaten Tojo Una Una. 
Berdasarkan Peraturan BPK RI No. 02 
Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan 
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 
09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan 
Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 
Fungsional menyatakan bahwa Pejabat yang 
diperiksa (objek pemeriksaan) wajib 
memberikan jawaban atau penjelasan tentang 
tindak lanjut atas rekomendasi hasil 
pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam 
puluh) hari setelah LHP diterima. 
 
Kinerja Keuangan 
Indikator variabel Kinerja Keuangan 
dalam penelitian ini adalah perbandingan antara 
Anggaran SKPD dengan Realisasi Anggaran 
SKPD. 
Adapun anggaran per SKPD tidak 
seluruhnya terealisasi dikarenakan 
keterlambatan pencairan dana serta pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan SKPD di akhir-akhir tahun, 
yang menyebabkan kurang efektifnya 
penyerapan anggaran. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Uji Asumsi Klasik 
 
1. Uji Normalitas 
Uji Normalitas bertujuan mengkaji 
apakah dalam sebuah model regresi variable 
dependen (terikat), variable independen (bebas) 
atau keduanya mempunyai distribusi normal 
ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah 
distribusi data normal atau mendekati normal. 
Hasil Uji Normalitas data dengan bantuan 
program statistik SPSS 16 dapat dilihat pada 
titik sebaran data yang dihasilkan dalam 
penelitian ini sehingga dapat disimpulkan 
bahwa data dalam penelitian ini adalah data 
normal, seperti diperlihatkan pada gambar 1 
berikut ini : 
 
 
Gambar 1. Uji Normalitas 
 
2. Uji Multikolinieritas 
Uji Multikolinieritas ini dimaksudkan  
untuk mengetahui apakah diantara variabe 
bebas (independen) tidak saling berkorelasi 
atau tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara variabel. Adapun cara mendeteksi 
adanya multikolinearitas dapat dilihat dari 
besaran VIF (Variance Inflation Factor) kurang 
dari 10 dan Tolerance lebih besar dari angka 
0,10 serta koefisien antara variabel independen 
di bawah 0,5 maka dapat disimpulkan tidak 
terjadi multikolineratis. 
Multikolinearitas berarti adanya 
hubungan yang kuat diantara beberapa atau 
semua variabel independen dalam model 
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regresi. Jika terdapat multikolinearitas maka 
koefisien regresi menjadi tidak tentu dan 
tingkat kesalahannya menjadi sangat besar. 
Pada penelitian ini digunakan nilai tolerance 
dan variance inflation factor (VIF) sebagai 
indikator ada atau tidaknya multikolinearitas 
diantara variabel bebas. Pada tabel 1 berikut ini 
dapat dilihat hasil uji multikolinearitas yang 
menunjukkan nilai tolerance dan VIF untuk 
masing-masing variabel independen sebagai 
berikut: 
 
Tabel 1. Uji Multikolonieritas 
Variabel 
Independent (X) 
Collinearity Statistics 
KET 
Tolerance VIF 
Hasil Pengawasan 
Intern (X1) 
0,276 3,628 Bebas 
Penyelesaian 
Tindak Lanjut 
Hasil 
Pemeriksaan 
(X2) 
0,276 3,628 Bebas 
 
Nilai Tolerance yang diperoleh seperti 
yang terlihat pada tabel 1, menunjukkan tidak 
ada variabel bebas yang memiliki nilai 
Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak 
ada korelasi antar variabel. Hasil perhitungan 
nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga 
menunjukkan hal yang sama tidak ada variabel 
bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
multikolonieritas antara sesama variabel bebas 
(independen). 
 
 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan 
untuk melihat apakah dalam sebuah model 
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari 
residual satu pengamatan terhadap pengamatan 
lainnya jika varians dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 
disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 
baik adalah model regresi yang 
homoskedastisitas. Heteroskedastisitas data 
dilakukan dengan melihat grafik scatterplot 
antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) 
dan variabel bebas (SRESID) dengan 
residualnya. Hasil grafik dari data yang diuji 
menunjukkan tidak terdapat pola tertentu serta 
titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 
Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi. Setelah 
semua asumsi klasik dari regresi sudah 
terpenuhi, selanjutnya dilakukan pengujian 
hipotesis. 
Hasil uji heteroskedastisitas dengan 
menggunakan grafik scatterplot di tunjukan 
pada Gambar 2  di bawah ini: 
 
Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas 
 
Dari grafik scatterplot terlihat bahwa 
titik-titik menyebar secara acak serta tersebar 
baik di atas maupun di bawah angka 0 pada 
sumbu Y. dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa model regresi ini tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
 
Hasil Analisis Regresi Berganda 
Data yang diperoleh dianalisis dengan 
metode regresi berganda menggunakan 
program SPSS 16.0, adapun hasil pengujian 
seperti ditampilkan pada tabel 2 di bawah ini: 
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Tabel 2 
Variabel Dependen (Y) = Kinerja Keuangan SKPD 
Variabel 
Independen
t (X) 
Koefisien 
Regresi 
Standar 
Error 
t Sig. 
Constanta 92.006 2.281 40.344 0.000 
Hasil 
Pengawasan 
Internal (X1) 
0.104 0.042 2.450 0.021 
Penyelesaian 
Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan 
(X2) 
-0.063 0.046 -1.367 0.182 
R    = 0.462       
R Square 
(R2)  
= 0.214       
Fhitung  = 3.938       
Sig F  = 0.031       
     Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat 
disusun persamaan regresi linear berganda 
sebagai berikut : 
 
 
Y = 92.006 + 0.104X1 - 0.063X2
 
 
Hasil persamaan regresi linier berganda 
tersebut di  atas menunjukkan bahwa : 
1. Nilai konstanta sebesar 92.006. Hal ini 
mengindikasikan bahwa Kinerja Keuangan 
SKPD (Y) mempunyai nilai sebesar 92.006 
dengan tidak dipengaruhi oleh variabel-
variabel bebas (Hasil Pengawasan Internal 
dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan). 
2. Variabel Hasil Pengawasan internal yang 
diukur dengan membandingkan tindak lanjut 
temuan keuangan daerah (TLTKD) dengan 
temuan keuangan daerah (TKD) 
menunjukkan pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Kinerja Keuangan SKPD 
dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.104. 
Tanda positif pada koefisien regresi 
menunjukkan bahwa dengan peningkatan 
dan penerapan yang efektif oleh Inspektorat 
Kabupaten Tojo Una Una pada Hasil 
Pengawasan Internal akan meningkatkan 
Kinerja Keuangan SKPD. 
3. Variabel Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan yang diukur dengan 
membandingkan tindak lanjut nilai temuan 
pemeriksaan dengan nilai temuan keuangan 
menunjukkan pengaruh negatif antara 
penyelesaian tindak lanjut dengan kinerja 
keuangan SKPD dengan nilai koefisien 
regresi sebesar -0.063. Tanda negatif pada 
koofisien regresi menunjukkan bahwa setiap 
adanya peningkatan tindak lanjut 
menunjukkan pula semakin tingginya 
temuan atas pemeriksaan inspektorat 
akibatnya menurunkan kinerja keuangan 
SKPD. 
 
Hasil Pengujian Hipotesis 
Uji Statistik F 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 
apakah semua variabel independen yang 
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 
secara bersama-sama terhadap variabel 
dependennya (Ghozali, 2005). Hasil 
perhitungan Uji Statistik F ini dapat dilihat 
pada tabel  berikut : 
 
       Tabel 3 
ANOVA
b 
Model 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression 
92.268 2 46.134 3.938 .031a 
Residual 339.732 29 11.715   
Total 432.000 31    
a. Predictors: (Constant), Penyelesaian Tindak Lanjut (X2), 
Pengawasan Internal (X1) 
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan SKPD (Y)   
Hasil analisis regresi seperti yang 
ditunjukkan pada Tabel 3 dapat diketahui 
bahwa secara bersama-sama variabel bebas 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel terikat. Hal ini dapat dibuktikan dari 
nilai F hitung sebesar 3.938 dengan probabilitas 
0,031 dimana lebih kecil dari tingkat 
signifikansi yang digunakan yaitu 0.05 atau 
5%. Oleh karena itu, penelitian ini menerima 
Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 
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Hasil Pengawasan Internal dan Penyelesaian 
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat 
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Keuangan SKPD. 
 
Uji Statistik t 
Hasil Uji statistik t pada dasarnya 
menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel independen secara individual dalam 
menerangkan variasi variabel dependen 
(Ghozali, 2005). Hasil uji statistik t dapat 
dilihat pada Tabel 4 di bawah ini : 
 
Tabel 4 
Coefficientsa 
Model 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
Beta Tolerance VIF 
1 (Constant)  
40.344 .000 
  
Pengawasa
n Internal 
(X1) 
.768 2.450 .021 .276 3.628 
Penyelesai
an Tindak 
Lanjut 
(X2) 
-.429 -1.367 .182 .276 3.628 
     
Sumber : Data sekunder yang diolah 
 
Berdasarkan hasil analisis regresi, tampak 
bahwa variabel bebas Hasil Pengawasan 
Internal berpengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan 
SKPD, dengan tingkat signifikasi sebesar 0.021 
dikarenakan nilai signifikansinya lebih kecil 
dari pada tingkat signifikansi yang digunakan 
yaitu sebesar 0.05 atau 5%. Sedangkan variabel  
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen yaitu Kinerja Keuangan SKPD, 
dengan tingkat signifikasi sebesar 0.182 
dikarenakan nilai signifikansinya lebih besar 
dari pada tingkat signifikansi yang digunakan 
yaitu sebesar 0.05 atau 5%. 
Berdasarkan Tabel di atas juga dapat 
dijelaskan bahwa variabel Hasil Pengawasan 
Internal berpengaruh positif dan signifikan 
dengan nilai t-hitung sebesar 2.450, sedangkan 
untuk nilai signifikansinya adalah sebesar 0.021 
lebih kecil dari nilai signifikansi yang 
digunakan yaitu sebesar 0.05 atau 5%. Oleh 
karena itu, penelitian ini menerima Hipotesis 
kedua yang menyatakan bahwa Hasil 
Pengawasan Internal berpengaruh signifikan 
terhadap Kinerja Keuangan SKPD. 
Untuk variabel penyelesaian tindak lanjut 
hasil pemeriksaan, hasil perhitungannya 
menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar -
1.367, sedangkan untuk nilai signifikansinya 
adalah sebesar 0.182 lebih besar dari nilai 
signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0.05 
atau 5%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa 
variabel penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan 
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja keuangan SKPD pemerintah 
kabupaten Tojo Una Una. Oleh karena itu, 
penelitian ini menolak Hipotesis ketiga yang 
menyatakan bahwa Penyelesaian Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan Inspektorat  berpengaruh 
signifikan terhadap Kinerja Keuangan SKPD. 
 
Koefisien Determinasi (R
2
) 
Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya 
mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variasi variabel 
dependennya. Nilai R
2
 yang mendekati satu 
berarti variabel-variabel independennya 
memberikan hampir semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 
dependen (Ghozali, 2005). Hasil perhitungan 
koefisien determinasi penelitian ini dapat 
dilihat pada Tabel 5 di bawah ini : 
 
Tabel 5 
Model Summary
b 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .462a .214 .159 3.42270 1.834 
a. Predictors: (Constant), Penyelesaian Tindak Lanjut (X2), 
Pengawasan Internal (X1) 
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan SKPD (Y)  
 
Berdasarkan output SPSS 16,0 seperti 
pada Tabel 5 di atas tampak bahwa hasil 
perhitungan diperoleh nilai koefisien 
determinasi (R
2
) sebesar 0,214. Hal ini 
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menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel 
bebas yaitu Hasil Pengawasan Internal dan 
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 
Inspektorat terhadap variabel terikat yaitu 
Kinerja Keuangan yang dapat diterangkan oleh 
model persamaan ini adalah sebesar 21,4% 
sedangkan sisanya sebesar 78,6% dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan 
dalam model regresi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pengaruh Hasil Pengawasan Internal dan 
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan Inspektorat terhadap Kinerja 
Keuangan  Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) di Kabupaten Tojo Una Una 
Hasil Pengawasan Internal berupa temuan 
merupakan output dari pengawasan internal 
yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten 
Tojo Una Una, hasil pemeriksaan tersebut yang 
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) mencakup temuan keuangan dan temuan 
teknis/administratif.  Selanjutnya hasil 
pengawasan intern tersebut wajib ditindak 
lanjuti oleh objek pemeriksaan (auditee) sesuai 
dengan rekomendasi dalam jangka waktu yang 
telah ditentukan.  
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 
hasil pengawasan internal dan penyelesaian 
tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat 
secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tojo 
Una Una. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Astri Kuswandari (2014) 
bahwa Pengawasan Intern berpengaruh secara 
signifikan  terhadap kinerja pemerintah daerah. 
Hartono (2006) dalam Hermin Arifianti, 
Payamta, dan Sutaryo (2013) menyatakan 
bahwa hasil pengawasan intern segera 
diupayakan penyelesaian tindak lanjutnya 
sehingga dapat meningkatkan nilai kinerja 
organisasi secara keseluruhan. Penyelesaian 
tindak lanjut dapat dijadikan salah satu faktor 
non finansial dalam penilaian kinerja 
manajemen, agar dapat menjawab kendala 
terhadap penyelesaian hasil pengawasan intern 
tersebut. 
Sejalan dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Widiatmoko (2012) menyatakan 
bahwa hasil pengawasan intern berupa 
rekomendasi temuan yang disarankan oleh 
auditor yang ditujukan kepada 
orang/lembaga/badan yang berwenang 
tujuannya adalah untuk melakukan tindakan 
atau perbaikan. Rekomendasi atas temuan 
tersebut, dapat meminimalisasi akibat yang 
ditimbulkan dari penyimpangan dalam 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan. 
Oleh karena itu, sangat penting untuk ditindak 
lanjuti demi peningkatan kinerja pemerintah 
daerah yang di audit.  
Hasil pengawasan internal dan 
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 
Inspektorat dan SKPD untuk menunjang kinerja 
keuangan agar menjadi lebih baik. Kegiatan 
tersebut harus dilakukan secara terus-menerus 
(Dwiputrianti, 2008). 
 
Pengaruh Hasil Pengawasan Internal  
terhadap Kinerja Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten 
Tojo Una Una 
Hipotesis kedua menyatakan bahwa Hasil 
Pengawasan Internal memiliki pengaruh 
signifikan terhadap Kinerja Keuangan SKPD. 
Hasil analisis di atas dapat pula di 
interpretasikan semakin baik pengawasan intern 
maka semakin baik pula kinerja SKPD. 
Pengawasan intern dimaksudkan untuk 
mengevaluasi dan mengindentifikasi rencana 
kerja apabila ada kesalahan-kesalahan dalam 
penerapannya. Pengawasan intern yang baik 
akan meminimalisasikan adanya penyimpangan 
- penyimpangan yang terjadi selama proses 
pelaksanaan tugas. Pengawasan intern 
bertujuan untuk mendorong terwujudnya 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/ 
kegiatan yang semakin lama semakin baik. 
Pengawasan penting untuk diterapkan dengan 
maksud untuk menguji dan mengevaluasi 
apakah pengeloalaan keuangan pemerintah 
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telah dilaksnakan sesuai dengan peraturan-
peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. 
Pengawasan intern dimaksudkan untuk 
membantu manajemen dalam melaksanakan 
tugas dan tanggungjawabnya dalam mencapai 
kinerja secara efektif.  
Hal tersebut sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Hermin Arifianti, 
Payamta, dan Sutaryo (2013) yang menyatakan 
bahwa dengan adanya pengawasan intern yang 
efektif, maka kinerja yang dihasilkan akan 
semakin tinggi atau baik. Agustinus Widanarto 
(2012) menyatakan bahwa pengawasan intern 
memberikan kontribusi yang baik terhadap 
kinerja SKPD. Hasil pengawasan intern dapat 
secara langsung diikuti dengan pengambilan 
tindakan-tindakan korektif yang diperlukan. 
Inspektorat dinilai telah memberikan penilaian 
atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh SKPD. 
Untuk pelaksanaan penilaian kinerja 
keuangan SKPD, Inspektorat juga telah 
menyesuaikannya dengan Rencana Kerja 
Pengawasan Tahunan (PKPT). Penilaian 
Inspektorat tersebut meliputi pemeriksaan 
reguler, evaluasi LAKIP dan laporan tiga 
bulanan. 
Selain itu, proses perbaikan pengawasan 
internal seyogyanya sesuai dengan arah 
pengembangan kinerja Pemerintah Kabupaten 
Tojo Una Una sebagaimana telah diuraikan di 
atas. Inspektorat sebagai pelaksana pengawasan 
internal diharapkan mampu mendorong 
terciptanya sistem pelayanan yang efektif, 
efisien, profesional, akuntabel dan transparan. 
Hal ini selaras dengan salah satu misi 
Inspektorat, yaitu: menciptakan proses tata 
kelola pemerintahan yang baik (good 
governance) yang bebas Kolusi, Korupsi dan 
Nepotisme (KKN), berintengrasi secara moral 
dan profesional serta berorientasi kepada 
penciptaan nilai tambah bagi satuan/unit kerja 
dilingkungan pemerintah kabupaten. 
 
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan Inspektorat tidak berpengaruh 
terhadap Kinerja Keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten 
Tojo Una Una. 
Pada hasil pengujian menunjukkan bahwa 
secara parsial variabel independen penyelesaian 
tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan SKPD. Berdasarkan hasil penelitian 
kami untuk kinerja keuangan selama dua tahun 
berturut-turut tingkat persentase realisasi 
anggaran setiap SKPD telah memenuhi target 
anggaran belanja masing-masing SKPD, 
sedangkan tingkat  penyelesaian tindak lanjut 
atas temuan pemeriksaan kurang optimal atau 
belum seluruhnya ditindak lanjuti.  Fakta yang 
kami dapatkan dalam penelitian ini ada 
beberapa hal yang menyebabkan kurang 
optimalnya pelaksanaan tindaklanjut hasil 
pemeriksaan diantaranya : 
Kurangnya pemahaman auditan (obyek 
pemeriksaan) terhadap prosedur tindaklanjut 
khususnya temuan pemeriksaan yang bersifat 
temuan teknis dan administratif karena kadang 
obrik hanya fokus menindaklanjuti  hasil 
temuan keuangan saja, sehingga temuan teknis 
dan adminstratif diabaikan. 
Dalam menanggapi temuan hasil 
pemeriksaan, pihak obrik tidak segera 
melakukan koordinasi sehingga terkesan 
adanya keengganan atau pembiaran terhadap 
hasil temuan pemeriksaan yang mengakibatkan 
tindak lanjut temuan berlarut-larut tidak 
terselesaikan sesuai dengan rekomendasi 
auditor. 
Pihak SKPD kadang enggan 
menyelesaikan temuan yang merupakan 
kesalahan pejabat atau orang yang berpengaruh 
di daerah tersebut. 
Dalam hal temuan hasil pekerjaan 
konstruksi yang melibatkan pihak ketiga, 
seringkali pihak ketiga lalai dalam memenuhi 
tanggungjawabnya, sehingga temuan sulit 
ditindaklanjuti. Adanya mutasi pejabat/pegawai 
yang menyebabkan kurang optimalnya 
pelaksanaan tindaklanjut ini. 
Beberapa poin diatas merupakan 
penyebab proses penyelesaian tindak lanjut atas 
hasil pengawasan internal yang kurang 
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mendapat perhatian khusus dari beberapa 
kepala SKPD sehingga penyelesaiannya butuh 
waktu yang lebih lama. Selain itu, pemerintah 
daerah dalam hal ini bupati Tojo Una Una 
belum mengeluarkan aturan yang jelas 
mengenai pemberian sanksi tegas kepada 
SKPD yang belum selesai dalam 
menindaklanjuti rekomendasi temuan tersebut 
selain daripada penyelesaian pada tingkat 
Sidang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan 
Ganti Rugi (TP/TGR) bagi pegawai PNS yang 
tidak menindaklanjuti hasil temuan 
pemeriksaannya.  
Dengan demikian meskipun hasil temuan 
pemeriksaan sangat tinggi  akan tetapi tingkat 
penyelesaian tindak lanjut tidak optimal, maka 
hal ini tidak mempengaruhi kinerja keuangan 
SKPD, tanpa kesadaran dari pegawai, pimpinan 
SKPD serta kebijakan dari kepala daerah. 
Dengan kata lain bahwa penyelesaian tindak 
lanjut tidak ada pengaruhnya dengan kinerja 
keuangan SKPD. Hal ini sejalan dengan 
penelitian Endri Parwanto (2016) yang 
menemukan bahwa Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah.  
Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian 
Dwiputrianti (2011) menyatakan bahwa tindak 
lanjut hasil temuan dan rekomendasi dari 
pemeriksaan masih relatif rendah, beberapa 
instansi mengatakan bahwa tindak lanjut kasus 
korupsi atau pelanggaran tidak bisa dalam 
waktu singkat untuk ditindak lanjuti dan 
membutuhkan waktu untuk diproses lebih 
dalam lagi. Selain itu, Dwiputrianti (2008) juga 
menyatakan bahwa Penyelesaian tindak lanjut 
hasil pemeriksaan berdasarkan rekomendasi 
merupakan suatu upaya continuous 
improvement (perbaikan secara terus-menerus) 
atas kinerja entitas yang diperiksa. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut :   
1. Pengawasan internal yang dilakukan oleh 
Inspektorat Kabupaten Tojo Una Una 
sebagai lembaga pengawasan terhadap 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
telah berjalan dengan efektif sehingga 
kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) lebih  terarah sesuai dengan 
program kerja masing-masing.  
2. Hasil pengawasan internal dan penyelesaian 
tindak lanjut hasil pemeriksaan secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) di Kabupaten Tojo Una 
Una.  
3. Hasil pengawasan internal secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) di Kabupaten Tojo Una Una. 
4. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 
secara parsial tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten 
Tojo Una Una. 
 
Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian, maka ada 
beberapa rekomendasi penulis yang dapat 
diperhatikan oleh pihak-pihak yang terkait 
khususnya pemerintah daerah Kabupaten Tojo 
Una Una  adalah sebagai berikut: 
1. Diperlukan adanya peningkatkan kinerja 
keuangan pada masing-masing Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) melalui 
pengawasan internal yang dilakukan oleh 
Inspektorat. Setiap Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) harus lebih proaktif dan 
maksimal dalam menindaklanjuti serta 
menyelesaikan semua hasil pengawasan 
internal yang dilakukan oleh Inspektorat 
baik itu yang bersifat keuangan dan non 
keuangan (administratif).  
2. Penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan 
yang belum ditindaklanjuti diperlukan aturan 
atau sanksi yang lebih tegas dari pihak 
pimpinan daerah dalam rangka memperbaiki 
manajemen pemerintahan baik dari aspek 
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ketatalaksanaan, SDM aparatur serta 
penilaian kinerja pimpinan SKPD, agar 
suatu temuan tidak terulang lagi dan 
penyelesaian tindak lanjutnya tidak berlarut-
larut, diantaranya menjadikan salah satu 
dasar penilaian kepemimpinan (DP3) atau 
pertimbangan dalam promosi jabatan. 
3. Aparat Inspektorat dalam rangka 
peningkatan mutu pemeriksaan seharusnya 
lebih intens dalam melakukan komunikasi 
kepada pihak pengawasan eksternal dalam 
hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
4. Dalam upaya peningkatan kinerja 
Inspektorat daerah dalam pencapaian 
program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) 
perlu menjadi perhatian khusus pemerintah 
dalam penetapan pagu anggaran yakni 
sebesar satu persen dari total anggaran 
APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo 
Una Una. 
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